
3.Undang-Undang . 

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan lransparansi 

pelaksanaan pernerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan 

bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah ( LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran 

Visi. f.;1isi dan Tuiuan serta Sasaran Organisasi; 

b. bahwa untuk rnetaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah 

( LAKIP ) dipandang oerlu menetapkan Laporan Akuntabi!itas Kinerja lnstansi 

Pernermtah ( LAKIP) Kabupaten Jernbrana: 

c. bahwa untul< tujuan dimaksud hurup a can b diatas. Penetapan l.acc-an 

Akuntabililas Kinerja lnsiansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jembrana Tanun 

2006 oitetapkan dengan Peraturan Bupatt; 

1. Undang-Undang Nomor 69 T ahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I BaH, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655): 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tabun ·2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 3851 ); 

BUPATI JEMBRANA 

TENT ANG 
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP) 

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR 17 TAHUN 2007 

BUPATl JEMBRANA 

Mengirgat 

Menimbang 



10 Peraturan Pemerintah . 

Tanggungja\:Ja!J Keuanqnan Negara (Lernbaran Negara Repubiik lndonesia 

T ahun 2004 Nomor 56, T ambahan Lerrcaran Negara Repu b1ik I ncones.e Nomor 

4400 }; 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tarun 2004 Nomor 125, Tarnbanan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undanq-Undanq Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Oaerah :rienjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

-;-ahun 2005 Nomor 108. Tambanan Lembaran Negara Reoublik lnoonesia 

Ncmor 4548 ): 

7. U ndang-Undang Nome: 33 T ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintali Pusat dar. Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 200t. Nomor 126. Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438 ): 

8. Peraturan Pernenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585 ); 

Pemeriksaan dan 5. U ndang-Undang Nomor 15 Ianun 2004 ten tang 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4i. Tarnbahan Lernbaran 

Negara Reoublik mdonesla Nomor 4286 ): 

4. llndang-Undang Nornor 1 Tahu: 2C04 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran ~~egara Republik lndonesia Tahun 200.! Nornor 5. Tarnba-ran 

Lembaran Negara Republik lnooresia Nomor a355 ); 



Pasal 3.Naskah . 

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah( LAKIP ) dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan laporan Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada Presden melalui 
Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara sebagai laporan capaian kinerja 
ssbaqaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pemerintah 
Kabupaten Jembrana, 

Pasal 2. 

Pasal 1. 

laporan Akun(abilifas Kinerja lnstansi Pemerintah( lAKIP ) Kabupaten Jembrana 
Tahun 2006, 

MEMUTUSKAN: 
PERA TURAN BUPATI JEMBRANA TENT.~NG LAPORAN AKUNTABILITAS 

KINERJA INS~ANSI PEMERINTAH ( LAKIP } KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 

2006. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja lnstansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

11. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nornor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi: 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tcntang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana { Lembaran 

Dae rah Kabupaten Jembrana T ahun 2006 Nomor 2: T ambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 

( Lembaran Oaerah Kabupaten Jernbrana Tahun 2007 Nomor 1. Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 ): 

14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Jembrana T ahun Anggaran 2007 

( Serita Oaerah Kabupaten Jembrana Tah;.in 2007 Nomor 1 ): 

3 

Menetapkan 



SERITA DAERAH KAB'JPATEN JEMBRA~J.. TAHUN 2007 NOMOR 17. 

JiunJangkan di Negara 
Jada t ngga1 16 April 2007 
SEK~ TA.~IS DAERA:-! KAB'JP.A.TEN JEM3RANA 

I 
I GEDE WINASA. 

Oitetapkan di Negara 
pada tanggal 16 April 2007 

' B;A:~J, 
'J 

Peraiuran mi n~:Jlai berlacu sejak :ar.ggat d:..i:::angkan 
Agar seuap orang menqe'anumya rnernenntsnkan Penquocanqa= Pcra:Jra" 3up;,i; 

ini denqan penempatannya d1 calam Senta Oaeran Kabupa.eo Jernbrana. 

Pasal 4. 

Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstanst Pemerinlah] LAKlP ) oimacsuc :alee:· 

Pasal 1. sebagaimana tertarnpir, merupakan .arnpran yan;; tid2~ terp.sahsa- dar: 
Peraturan ini, 

Pasal 3. 


